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ABSTRAK 

 

Ketentuan bagi setiap Perusahaan untuk membayar Upah Minimum sudah diatur 

dalam Pasal 88 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Terdapat larangan bagi pengusaha membayarkan upah lebih rendah dari upah 

minimum. Perubahan mengenai upah minimum terjadi pasca dibentuknya Undang 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Perubahan itu mencakup pidana 

pokok bagi Perusahaan yang membayarkan upah dibawah upah minimum, 

sebagaimana diatur sebelumnya dalam pasal 185 Undang Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan. Tanggung jawab Perusahaan bagi pekerja untuk 

membayarakan upah minimum menjadi berubah dalam Undang Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kesenjangan ini menyebabkan persoalan hukum 

bagi pekerja dalam memperoleh hak dan perlindungan atas upahnya. Pokok 

persoalan yang menjadi pembahasan yaitu: pertama, bagaimana pengaturan 

perusahan yang tidak membayar Upah Minimum Provinsi? kedua, agaimana 

pertanggungjawaban pidana yang tidak membayar Upah Minimum Provinsi? 

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif atau penelitian 

doktrinal. Hukum dikaji berdasarkan  norma positif yang dibuat secara resmi oleh 

lembaga berwenang. Sementara itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual 

approach), serta pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil penelitian 

dianalisis bahwa perubahan pasal 185 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Cipta Kerja, telah menambahkan norma penegakan hukum pada pasal 88A 

ayat 3 yang mengandung pengaturan jangkauan sempit, bukan termasuk perbuatan 

melawan hukum perdata. Selain itu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri 

Surabaya Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN.Sby maupun putusan Pengadilan Tinggi 

Surabaya Nomor 1135/PID.SUS/2022/PT SBY, serta Putusan Kasasi Mahkamah 

Agung Nomor: 2528 K/Pid.Sus/2023 merupakan kasus dimana perusahaan yang 

diwakilkan oleh direktur hanya diberikan hukuman minimum pidana penjara dan 

pidana denda, tidak diberikan pidana pada Perusahaan terkait pembubaran 

perusahaan. Demikian pula untuk pidana korporasi tidak ada. Hal ini dalam UU 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 hanya terpaku pada pidana penjara pada 

pengurus selaku wakil dari Perusahaan bukan pada Perusahaan yang dikenakan 

sanksi. sistem peradilan di Indonesia masih menganut peradilan yang atributif atau 

hanya untuk menimbulkan efek jera berupa ancaman pidana penjara dan/atau denda 

bagi pelaku. Perlu penambahan pidana kejahatan terhadap perusahan yang 

membayarkan upah pekerja/buruh dibawah ketentuan upah minimum provinsi. 

Supaya hal ini dapat melindungi hak pekerja/buruh yang menganut keadilan 

atributif atau untuk menimbulkan efek jera berupa ancaman pidana penjara dan/atau 

denda yang diperberat bagi Perusahaan. 

 

Kata kunci: Upah Minimum, Tanggung Jawab Perusahaan, dan Pekerja. 
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ABSTRACT 

 

The provisions for each company to pay the minimum wage are regulated in Article 

88 of Law Number 13 of 2003 concerning Employment. There is a prohibition on 

employers paying wages lower than the minimum wage. Changes regarding 

minimum wages occurred after the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning 

Job Creation. This change includes basic penalties for companies that pay wages 

below the minimum wage, as previously regulated in Article 185 of Law Number 

13 of 2003 concerning Employment. The company's responsibility for workers to 

pay minimum wages has changed in Law Number 6 of 2023 concerning Job 

Creation. This gap causes legal problems for workers in obtaining rights and 

protection for their wages. The main issues under discussion are: first, how are 

companies that do not pay the Provincial Minimum Wage regulated? secondly, 

what is the criminal responsibility for not paying the Provincial Minimum Wage? 

The research method used is normative juridical or doctrinal research. Laws are 

reviewed based on positive norms made officially by authorized institutions. 

Meanwhile, the approaches used are a statutory approach, a conceptual approach 

and a comparative approach. The research results analyzed that the amendment to 

article 185 of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, has added law 

enforcement norms to article 88A paragraph 3 which contains narrow-reaching 

regulations, not including acts against civil law. Apart from that, based on the 

Surabaya District Court Decision Number 714/Pid.Sus/2022/PN.Sby and the 

Surabaya High Court Decision Number 1135/PID.SUS/2022/PT SBY, as well as 

the Supreme Court Cassation Decision Number: 2528 K/Pid.Sus/ 2023 is a case 

where the company represented by the director is only given a minimum sentence 

of imprisonment and a fine, no punishment is given to the company related to the 

dissolution of the company. Likewise, there is no corporate crime. This is in Law 

Number 13 of 2003 which only focuses on imprisonment for management as 

representatives of the Company, not the Company which is subject to sanctions. 

The justice system in Indonesia still adheres to attributive justice or only to create 

a deterrent effect in the form of the threat of imprisonment and/or fines for 

perpetrators. It is necessary to add criminal penalties to companies that pay 

workers' wages below the provincial minimum wage provisions. So that this can 

protect the rights of workers/laborers who adhere to attributive justice or to create 

a deterrent effect in the form of the threat of imprisonment and/or heavier fines for 

the Company. 

 

Keywords: Minimum Wages, Corporate Responsibility, and Employees. 
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